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INFORMASI LEBIH LANJUT, HARAP HUBUNGI LUCKY LONTOH DI ALAMAT EMAIL LUCKY.
LONTOH@IISD.ORG DAN CHRISTOPHER BEATON DI ALAMAT CBEATON@IISD.ORG.

Finalisasi Revisi APBN
Di tengah berlangsungnya pemilihan presiden, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan DPR pada 
18 Juni untuk meningkatkan pengeluaran subsidi dalam revisi APBN (lihat Tabel 1). Anggaran revisi tersebut akan 
mencakup kenaikan subsidi untuk pengangkutan bahan bakar dan LPG dari Rp. 211 triliun menjadi Rp. 246 triliun 
(US$17,7 miliar menjadi US$ 20,7 miliar1) dan kenaikan subsidi listrik dari Rp. 71 triliun menjadi Rp. 104 triliun 
(US$ 7,0 miliar menjadi US$ 8,7 miliar). Total belanja anggaran untuk subsidi energi meningkat dari Rp. 281 
triliun menjadi Rp. 350 triliun (US$ 23,7 miliar menjadi US$ 29,4 miliar). Jumlah ini lebih sedikit dari usulan awal 
pemerintah yang berencana menaikkan total subsidi energi menjadi Rp. 392 triliun (US$ 32,9 miliar).

Table 1. Subsidi Energi Indonesia dalam Revisi APBN 2014
Subsidi Energi

2014 Jumlah Perubahan

APBN Usulan Revisi Revisi Disetujui Nominal
Persen-

taseTriliun 
rupiah

Miliar 
dolar

Triliun 
rupiah

Miliar 
dolar

Triliun 
rupiah

Miliar 
dolar

Triliun 
rupiah

Miliar 
dolar

Fuel and 3kg LPG 210.73 17.70 284.97 23.94 246.49 20.71 35.76 3.00 17.00%

Electricity 71.36 5.99 107.15 9.00 103.82 8.72 32.45 2.73 45.50%

Total Energy 282.10 23.70 392.13 32.94 350.31 29.43 68.21 5.73 24.20%

Sumber: Nota Fiskal dan Rencana APBN Perubahan 2014; Antara (2014).

Beberapa hari sebelumnya, pada 11 Juni, beberapa asumsi pokok makroekonomi juga telah disetujui oleh 
pemerintah dan DPR. Perubahan ini terjadi pada estimasi pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga dan 
produksi minyak mentah (lihat Tabel 2).

Table 2. Penyesuaian dalam  Indikator Ekonomi Makro Kunci APBN
Indikator Ekonomi APBN Revisi Disetujui

Pertumbuhan (% yoy) 6.0 5.5

Inflasi (% yoy) 5.5 5.3
Nilai Tukar (Rp/USD) 10,500.0 11,600.0

Tingkat Suku Bunga SPN rata-rata 3 bulan (%) 5.5 6.0

Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/bl) 105.0 105.0

Produksi Minyak Mentah (ribu bl/hari) 870.0 818.0

Produksi Gas Alam (ribu bl/hari) 1,240.0 1,240.0

Sumber: Nota Fiskal dan Proposal Revisi APBN 2014; Liputan6 (2014).

1. Kecuali dinyatakan lain, seluruh konversi mata uang didasarkan pada nilai tukar 0,000084 USD per Rp.
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Pemerintah menyatakan bahwa penyebab utama dari tekanan yang terus-menerus terhadap rupiah adalah 
kebijakan “tapering off” yang diterapkan Amerika Serikat baru-baru ini, yang dimulai sejak pertengahan 2013 
(Nota Fiskal dan Revisi APBN 2014, hal. 1-2,; Vivanews, 2014a; Bloomberg, 2013; The Guardian, 2013). Rupiah 
mulai melemah segera setelah kebijakan ini diluncurkan, dan belum pulih ke nilai awalnya sejak saat itu (lihat 
Gambar 1). Rupiah jatuh ke titik terendah antara Desember 2013 dan Februari 2014, ketika nilai tukarnya 
terhadap US dollar mengambang di atas Rp. 12.000, dibandingkan dengan Rp. 9.811 per US dollar pada Juni 
2013. Persiapan APBN  Indonesia biasanya dimulai pada bulan Juli tahun sebelumnya. Anggaran ini kemudian 
disampaikan oleh pemerintah pada 16 Agustus, dan disetujui oleh DPR pada bulan Oktober.

Figure 1. Nilai Tukar Rupiah/USD (Juni 2013 – Juni 2014)

Sumber: Bank of Indonesia (n.d.)

Nilai tukar Rp/US$ adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi ukuran subsidi  BBM Indonesia, karena  
impor dalam jumlah besar diperlukan untuk memenuhi permintaan domestik. Wakil Menteri ESDM, Susilo 
Siswoutomo, menyatakan bahwa untuk dapat memasok 1,5 juta barel BBM kepada konsumen setiap harinya, 
Indonesia harus mengimpor 850.000 barel BBM per hari (Kompas, 2014a). Menurut BPS, komponen terbesar 
dalam impor minyak Indonesia adalah—sesuai urutan arti pentingnya—“bahan bakar motor lainnya (non timbal), 
minyak mentah, diesel otomotif, bahan bakar diesel lainnya, dan bahan bakar motor dengan RON 90 atau lebih 
(BPS, n.d).2

Meskipun terdapat 24,2 persen kenaikan dalam belanja subsidi energi, pemerintah dan DPR sepakat untuk 
menyesuaikan kuota subsidi BBM ke volume yang lebih rendah, yaitu dari 48 juta kiloliter dalam APBN 2014 
menjadi 46 juta kiloliter. Karena APBN Perubahan tidak mengizinkan kenaikan harga energi, pemerintah harus 
mengandalkan kebijakan non-pricing yang mengontrol konsumsi BBM bersubsidi, seperti melalui penggunaan 

2. Informasi ini diklasifikasikan berdasarkan data impor yang dibuat oleh BPS dari HS 2709001000 menjadi 2710990000, 
yang mencakup produk-produk berbasis minyak.
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radio frequency identification device (RFID), pembatasan kendaraan pemerintah yang membeli BBM bersubsidi 
dan rencana untuk menghentikan penjualan BBM bersubsidi pada akhir pekan. Namun hingga saat ini, program 
pengendalian konsumsi BBM di Indonesia masih belum mencapai hasil yang signifikan. 

Pemerintah dan DPR juga sepakat mengurangi subsidi bioethanol dari Rp. 3.500 per liter menjadi Rp. 2.000 per 
liter (US$ 0,29 per liter menjadi US$ 0,17 per liter), dan untuk biodiesel dari Rp. 3.000 per liter menjadi Rp. 1.500 
per liter (US$ 0,25 per liter menjadi US$ 0,13 per liter), sementara subsidi untuk gas cair untuk kendaraan (LGV) 
dipertahankan di angka Rp. 1.500 per liter (US$ 0,13 per liter) (Vivanews, 2014).3

Table 3. Penyesuaian Kuota BBM Bersubsidi pada 2014
Jenis BBM Bersubsidi APBN 2014 APBN Perubahan 2014

Premium (bensin RON 88 dan bio gasoline, juta kiloliter) 32.46 29.43

Solar (automotive diesel dan bio diesel, juta kiloliter) 14.67 15.67

Minyak tanah (juta kiloliter) 0.9 0.9

Volume Total BBM Bersubsidi (juta kiloliter) 48.03 46

LPG (juta ton) 4,783 5,103

Source: Vivanews (2014b).

Selain penyesuaian di atas, revisi tersebut juga telah menyetujui carry-over sebesar Rp. 46,3 triliun 
(US$ 3,9 miliar) dalam belanja subsidi BBM hingga tahun fiskal 2015 (Bisnis.com, 2014). Ini berarti  dari 
total Rp. 246,49 triliun (US$ 20,7 miliar) yang disetujui pada APBN Revisi 2014, hanya Rp. 200,19 triliun 
(US$ 16,8 miliar) yang akan dibayarkan pada 2014, dengan “carry-over” sebesar Rp. 46,3 triliun akan dibayarkan 
pada 2015. APBN 2014 sendiri mencakup belanja subsidi carry-over dari tahun fiskal 2014 menjadi sejumlah 
Rp. 20 triliun (US$ 1,7 miliar) (UU APBN 2014 Pasal 14 ayat (3)). 

Di sektor listrik, subsidi disesuaikan sebesar 45,5 persen. Tingginya kenaikan subsidi listrik terutama didorong 
oleh melemahnya rupiah.4 Pada bulan Mei 2014, Jarman, Direktur Jenderal  Kelistrikan di Kementrian ESDM, 
menyatakan bahwa untuk setiap Rp.100 yang melemah dalam nilai tukar Rp/USD, akan terdapat kenaikan 
sebesar Rp. 1,1 triliun (US$ 0,1 miliar) dalam belanja subsidi listrik. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengatasi 
masalah ini dengan menaikkan harga listrik secara bertahap untuk enam kelas tarif setiap dua bulan (Detik, 
2014). Seperti halnya dengan subsidi BBM, Rp. 10 triliun (US$ 0,8 miliar) belanja subsidi listrik akan di-carry over 
ke tahun fiskal 2015.

3. Porsi rinci dari komponen biofuel dalam jumlah subsidi dan kuota tidak tersedia saat ini. Porsi komponen ini juga tidak din-
yatakan secara rinci pada dokumen APBN yang asli.

4. Untuk menunjukkan arti penting konsumsi BBM dalam pembangkit listrik di Indonesia, pada 2012, 4.576 dari 5.048 pem-
bangkit listrik yang dioperasikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan BUMN dan pemasok listrik utama di 
Indonesia, adalah pembangkit listrik bertenaga diesel. Pada 2012, pembangkit listrik diesel PLN menggunakan kombinasi die-
sel berkecepatan tinggi (HSD), minyak bahan bakar industri (IDO), dan minyak bahan bakar cair (MFO) dengan jumlah total 
8,21 juta kiloliter, yang menghasilkan 29,64TWh atau sekitar 21,8 persen dari total listrik yang dihasilkan PLN (tidak termasuk 
sewa generator) (PLN, 2013, hal. 21, 24, 25, 27; Detik, 2014). Belum lagi biaya produksi listrik bertenaga diesel adalah yang 
termahal dibandingkan dengan pembangkit listrik bertenaga bahan bakar fosil lainnya di Indonesia.
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Minimnya Fleksibilitas APBN untuk Subsidi Energi untuk Pemerintahan 
yang Baru Terpilih
Selain revisi di atas, pemerintah mengusulkan klausul yang akan mengizinkan penyesuaian anggaran subsidi 
energi jika terdapat perubahan signifikan terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi biaya subsidi: 
Indonesia Crude Price (ICP), nilai tukar, dan parameter subsidi energi. Faktor yang terakhir merujuk pada seluruh 
kebijakan non-pricing yang akan digunakan pemerintah saat ini hingga akhir 2014 untuk membantu mengurangi 
biaya subsidi dengan membatasi konsumsi BBM bersubsidi. 

Namun demikian, DPR menolak dimasukkannya “parameter subsidi energi” dalam klausul ini. Hanya perubahan 
dalam ICP atau nilai tukar yang diterima sebagai  dasar perubahan lebih lanjut terhadap anggaran subsidi 
energi. Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit, menjelaskan bahwa DPR mengambil keputusan ini agar 
pemerintah   berjuang  menjaga subsidi BM tetap dalam kuota (Media Indonesia, 2014). 

Kebijakan-kebijakan yang akan digunkaan di bawah klausul “parameter subsidi energi” akan mencoba 
mengurangi konsumsi dengan sejumlah cara. Pemerintah bertujuan menghemat 460.000 kiloliter BBM 
bersubsidi—setara dengan Rp. 1,37 triliun (US$ 0,1 miliar)—dengan mengombinasikan berbagai program 
efisiensi seperti RFID; pembatasan dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan; dan pengurangan 
kerugian sepanjang distribusi BBM, dengan meningkatkan kerjasama dengan POLRI, TNI dan Pemerintah Daerah. 
Angka ini diharapkan dapat diturunkan menjadi 150.000 kiloliter Premium dan 310.000 kiloliter Solar. Rencana 
tambahan mencakup: 

• Konversi BBM  ke gas dalam sektor transportasi. Konversi ditujukan untuk menghemat 90.000 kiloliter 
bensin Premium, yang setara dengan Rp. 270 miliar (US$ 23 juta).

• Pengurangan jalur BBM subsidi di SPBU diharapkan dapat menghemat 950 ribu kiloliter, setara dengan 
Rp. 2,83 triliun (US$ 0,2 miliar).

• Pengetatan skema distribusi oleh BPH Migas sebagai regulator migas hilir, yang akan menerapkan 
sistem kupon di wilayah Batam, Bangka Belitung dan Tarakan.  Rencana BPH Migas diharapkan dapat 
menghemat 500.000 kiloliter solar, yang setara dengan Rp. 1,49 triliun (US$ 0,1 miliar) (Gatra, 2014).

Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengomentari keputusan DPR tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan 
tersebut berpotensi menyebabkan kesulitan untuk pemerintahan terpilih mendatang, yang  secara resmi 
akan mulai bekerja pada Oktober 2014. Selain mewarisi carry-over subsidi dari pemerintahan sebelumnya, 
pemerintahan yang baru tersebut juga harus mengamankan pasokan BBM untuk November dan Desember, tanpa 
dimungkinkan melakukan penyesuaian anggaran atau kuota (Media Indonesia, 2014).
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